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ABSTRAK 
 
IYAOMIL ACHIR BURHAN (B111 13 302), dengan judul “ Analisis 
Viktimologis Terhadap Kejahatan Seksual Pada Anak (Studi Kasus di 
Lembaga Perlindungan Anak Sulsel Tahun 2014-2016). Dibawah 
bimbingan dan arahan Bapak H. Muhadar selaku pembimbing I dan Ibu 
Hj. Nur Azisa selaku pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan anak sebagai 
korban kejahatan seksual yang terjadi di wilayah Sulsel terutama di Kota 
Makassar serta bagaimana upaya-upaya pencegahan dan penangganan 
kejahatan seksual tersebut. 
Penelitian ini dilaksanakan di Makassar, khususnya di LBH APIK 
Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian 
lapangan dan wawancara, data yang terkumpul kemudian diolah dan 
dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Anak sebagai 
korban kejahatan seksual memiliki peran secara aktif yang mendorong 
dirinya menjadi korban dengan menimbulkan rangsangan sehingga terjadi 
kejahatan terhadap dirinya dan ada pula yang berperan secara pasif yang 
tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya 
menjadi korban sehingga terjadi kejahatan terhadap dirinya yang memiliki 
sifat dan karakter yang cenderung lemah fisik dan daya fikirnya, sehingga 
dalam hal ini anak sebagai korban kejahatan seksual berdasarkan jenis 
korban kemudian dikategorikan sebagai latent victims. Adapun yang 
menjadi faktor pemicu seorang anak menjadi korban kejahatan seksual 
terkait peranannya dipengaruhi oleh faktor kepribadian, 
kepercayaan/iman, hubungan korban dengan pelaku, pendidikan, krisis 
moral di masyarakat, teknologi dan media massa, perhatian dan 
pengawasan orang tua/keluarga serta perhatian masyarakat/lingkungan. 
(2) Upaya pencegahan dan penangganan kejahatan seksual terhadap 
anak perlu adanya sinergi antara keluarga, masyarakat dan negara. Peran 
keluarga yakni memberikan rasa aman kepada anak untuk berterus terang 
bahwa ia mengalami kejahatan seksual serta membantu anak 
memulihkan diri pasca kejahatan. Peran masyarakat yakni ikut 
mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, 
tidak memberi penilaian buruk kepada korban. Sedangkan peran negara 
yakni pemerintah perlu adanya upaya preventif dan represif. Upaya 
preventif perlu dilakukan dengan dibentuknya lembaga yang berskala 
nasional untuk menampung anak yang menjadi korban tindak kejahatan 
seksual. Sedangkan represif dengan diberikan perlindungan hukum. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan 
hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dalam 
konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas 
dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan 
hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan 
dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut 
dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat 
manusia.1 
Anak merupakan harapan dari setiap keluarga maupun bangsa, anak 
disebut sebagai calon generasi penerus bangsa yang berperan amat 
penting dalam perkembangan dan kemajuan bangsa. Bangsa yang cerdas 
menghasilkan anak-anak yang cerdas, anak-anak yang cerdas didukung 
oleh faktor-faktor yang salah satunya adalah faktor pelindung. Namun, 
seiring berkembangnya zaman hak-hak atas anak sering sekali di 
selewengkan. Anak sudah sering sekali menjadi korban utama dalam 
tindak pidana kejahatan. 
Beberapa tahun terakhir ini kejahatan terhadap anak-anak semakin 
meningkat. Hal ini terjadi seiring dengan perkembangan teknologi dan 
                                                             
1 Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak (Yogyakarta: 
Pustaka Yustisia, 2015), hlm.1 
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peradaban manusia, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut 
kejahatan terhadap nyawa ataupun harta benda akan tetapi kejahatan 
terhadap kesusilaan semakin meningkat. Sebagai masalah sosial 
pelecahan dan tindak pidana kejahatan seksual hingga kini sudah banyak 
dilakukan oleh masyarakat Indonesia baik yang dilakukan oleh orang 
dewasa maupun lanjut usia dan dari kebanyakan korbannya adalah anak-
anak. 
Berdasarkan data kejahatan terhadap anak yang dirilis KPAI (Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia) sungguh sangat mencemaskan. KPAI 
mencatat, dari kurun waktu 2010-2014 terdapat 21.869.797 kasus 
pelanggaran terhadap hak anak yang tersebar di 34 provinsi dan 179 
kabupaten/kota di seluruh Indonesia.  
Menurut data KPAI, sebanyak 42-58% dari kasus pelanggaran hak 
anak itu kejahatan seksual dan selebihnya merupakan kasus kekerasan 
fisik dan penelantaran anak. Data kekerasan fisik, psikis, dan kejahatan 
seksual terhadap anak terus meningkat setiap tahun. Pada 2010 tercatat 
2.046 kasus kekerasan terhadap anak dengan 42% di antaranya masuk 
dalam kategori kejahatan seksual. 
Pada 2011 terjadi 2.426 kasus kekerasan terhadap anak (58% di 
antaranya kejahatan seksual) dan pada 2012 terjadi 2.637 kasus  (62% di 
antaranya kejahatan seksual). Pada 2013 terjadi peningkatan kasus 
kekerasan terhadap anak secara signifikan yaitu sebanyak 3.339 kasus 
kekerasan dengan 62% di antaranya kejahatan seksual. Sedangkan pada 
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2014 (Januari - April) terjadi 600 kasus kekerasan terhadap anak. Data ini 
akan membengkak jika ditambah data kasus kekerasan terhadap anak 
sampai Maret 2017. 
Khusus terkait kasus kekerasan dan kejahatan seksual terhadap 
anak, data yang dirilis KPAI di atas menunjukkan bahwa kejahatan 
seksual terhadap anak terus meningkat secara signifikan dari tahun ke 
tahun (2010-2013).2 
Dalam studi tentang kejahatan dapat dikatakan bahwa tidak ada 
kejahatan tanpa menimbulkan adanya korban. Dengan demikian, Korban 
adalah partisipan utama, meskipun pada sisi lain dikenal pula kejahatan 
tanpa korban, „‟crime without victim„‟, akan tetapi harus diartikan kejahatan 
yang tidak menimbulkan korban dipihak lain, misalkan penyalagunaan 
narkoba, mabuk-mabukan ataupun perjudian dimana korban menyatu 
sebagai pelaku juga. 
Dalam kasus kejahatan seksual dimana anak sebagai korban, bisa 
saja korban tersebut menjadi faktor pendorong terjadinya suatu tindak 
pidana. Misalnya saja kita katakan dewasa ini pergaulan sudah semakin 
luas, anak-anak sudah dibiarkan bebas dalam hal pergaulan dan 
kurangnya pengawasan orang tua mereka, meraka dibebaskan bergaul 
dengan siapa saja, pergi kemana saja. Maka, dengan kepolosan mereka 
tersebut, mereka bisa terperangkap dalam salah pergaulan dan 
                                                             
2Faisal Ismail,’’ Hukum Berat Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak‘’, Koran Sindo, diakses di 
http://nasional.sindonews.com/read/1093709/18/hukum-berat-pelaku-kejahatan-seksual-
terhadap-anak-1458205421, pada tanggal 12 Oktober 2016 pukul 16.16 
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dimanfaatkan oleh pihak-pihak atau orang dewasa yang tidak 
bertanggung jawab. 
Dalam keadaan demikian, masyarakat, aparat hukum bahkan Negara 
haruslah lebih memperkirakan mengenai perlindungan dan pengawasan 
terhadap anak, terlebih lagi dimana anak sebagai suatu korban tindak 
pidana kejahatan seksual sungguh amat memperhatikan dan dapat 
merusak sebagian masa depan dari calon penerus bangsa. 
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis terdorong untuk 
melakukan penelitian yang mendalam mengenai ‘’ Analisis Viktimologis 
Terhadap Kejahatan Seksual Pada Anak (Studi Kasus di Lembaga 
Perlindungan Anak Sulsel Tahun 2014-2016) ‘’. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka 
permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dapat dirumuskan sebagai 
berikut : 
1. Bagaimanakah peranan anak sebagai korban dalam terjadinya 
tindak pidana kejahatan seksual ? 
2. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah dan 
menanggulangi anak sebagai korban tindak pidana kejahatan 
seksual ? 
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C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dan kegunaan 
penulisan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Untuk mengetahui peranan anak sebagai korban dalam tindak 
pidana kejahatan seksual. 
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk 
mencegah dan menanggulangi anak sebagai korban kejahatan 
seksual. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Melalui Penelitian hukum ini, penulis harapkan dapat memberi 
manfaat untuk banyak hal terutama sebagai berikut : 
a. Dapat menambah pengetahuan dalam rangka menunjang 
pengembangan ilmu baik bagi penulis sendiri pada khususnya 
maupun mahasiswa hukum pada umumnya. 
b. Manjadi masukan bagi para penegak hukum, pemerintah, maupun 
masyarakat dalam hal mencegah dan menanggulangi anak 
sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Viktimologi 
1. Pengertian Viktimologi 
Viktimologi berasal dari bahasa latin victim yang berarti korban dan 
logos yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi 
yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-
akibat penimbuan korban yang merupakan masalah manusia sebagai 
suatu kenyataan sosial.3 
Pada dasarnya perkembangan ilmu pengetahuan tentang kejahatan 
(viktimologi), tidak dapat dipisahkan dari lahirnya pemikiran-pemikiran 
brilian dari Hans Von Henting
4
, seorang ahli kriminologi pada tahun 1941 
serta Mendelshohn pada tahun 1947 yang sangat mempengaruhi setiap 
fase perkembangan viktimologi.5 
Made Darma Weda6 membagi fase perkembangan viktimologi dalam 
tiga fase yakni pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban 
kejahatan saja, pada fase ini dikatakan sebagai “penal of special 
victimology“ sementara itu pada fase kedua viktimologi tidak hanya 
mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban 
                                                             
3Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara 
Norma dan Realita, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007., hlm 34 
4 Analisis menyeluruh mengenai hubungan interaksi antara pelaku dan korban merupakan hasil 
analisis Hans Von Henting yang berjudul remarks on the interaction of prepetraror and victim 
(1941), Chaerudin dan Syarif Fadillah dalam Siswanto Sunarso, Viktimologi Dalam Sistem 
Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012., hlm 12 
5 Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, op.cit., hlm 35 
6Ibid 
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kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai “general victimology”.Fase 
ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji 
permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak 
asasi manusia.Fase ini dikatakan sebagai “new victimology”. 
Viktimologi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang cukup baru 
menjadi ruang tersendiri bagi para ilmuan dan para ahli untuk 
mengembangkan berbagai rumusan mengenai viktimologi. Salah satunya 
ialah J.E Sahetapy7 yang mengartikan viktimologi sebagai ilmu atau 
disiplin ilmu yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. 
Sedangkan Arif Gosita8 menjelaskan bahwa: 
“ Viktimologi merupakan bagian dari kriminologi yang mempunyai 
obyek studi yang sama yaitu kejahatan atau pengorbanan criminal 
(viktimisasi criminal) dan segala sesuatu yang berkaitan dengan 
pengorbanan criminal tersebut, antara lain sebab dan akibatnya yang 
dapat merupakan factor viktimogen atau kriminogen (menimbulkan 
korban dan kejahatan). Salah satu akibat pengorbanan yang 
mendapatkan perhatian viktimologi adalah penderitaan, kerugian 
mental, fisik, sosial, ekonomi dan moral. Kerugian-kerugian tersebut 
hampir sama sekali dilupakan atau diabaikan oleh control sosial yang 
melembaga seperti penegak hukum, polisi, jaksa, hakim dan pembina 
masyarakat “. 
Arif Gosita9 juga mengemukakan bahwa Viktimologi merupakan suatu 
pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari suatu viktimisasi 
(kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan 
suatukenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu 
pemahaman, yaitu: 
                                                             
7 Muhadar, Viktimisasi Kejahatan Pertanahan, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006., hlm 19 
8Ibid., hlm 20 
9 Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, op.cit., hlm 35 
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1. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang 
sebenarnya secara dimensional; 
2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi 
antara fenomena yang ada dan saling memengaruhi; 
3. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh 
unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu. 
 
2. Ruang Lingkup Viktimologi 
Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti: peranan 
korban pada terjadinya tindak pidana atau kejahatan, hubungan antara 
pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban 
dalam system peradilan pidana. Selain itu, menurut Muladi10 viktimologi 
merupakan suatu studi yang bertujuan untuk: 
1. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban. 
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab 
terjadinya viktimisasi. 
3. Mengembangkan system tindakan guna mengurangi 
penderitaan manusia. 
Ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) 
menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimityyang tidak selalu 
berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban 
                                                             
10Muladi, Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum 
Masyarakat, Refika Aditama, Bandung, 2005., hlm 105 
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kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan 
penyalahgunaan kekuasaan. 
Namun dalam perkembangannya ditahun 1985, Separovic 
mempelopori pemikiran agar viktimologi khusus mengkaji korban karena 
adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mengkaji 
korban karena musibah atau bencana alam, karena korban bencana alam 
atau musibah diluar kemauan manusia (out of man’s will).11 
Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban 
kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan 
penderitaan mental, fisik, dan sosial.Tujuannya adalah untuk memberikan 
penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan 
hubungan mereka dengan korban serta memberikan keyakinan dan 
kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang 
dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, perkerjaannya, profesinya dan 
lain-lain. 
Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat 
dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya 
dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut 
pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Masing-
                                                             
11Ibid., hlm 109 
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masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang 
hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik.
12
 
B. Korban 
1. Pengertian Korban 
Korban suatu tindak kejahatan tidak selalu berupa individu atau orang 
perorangan, tetapi bisa juga berupa kelompok orang, masyarakat, atau 
juga badan hukum, bahkan dalam kejahataan tertentu, bisa juga korban 
berupa ekosistem, hewan atau tumbuhan. Berbagai pengertian korban 
banyak dikemukakan baik oleh para ahli, konvensi-konvensi internasional 
maupun dalam peraturan perundang-undangan, untuk lebih jelasnya 
beberapa pengertian korban adalah sebagai berikut: 
1) Menurut beberapa ahli 
a. Menurut Muladi13 
“ korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual 
maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik 
atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial 
terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau 
kondisi yang melanggar hukum di masing-masing negara, 
termaksud penyalahgunaan kekuasaan “. 
 
b. Menurut Arif Gosita (1993:63) “ korban adalah mereka yang 
menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang 
lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang 
lain yang bertentangan dengan hak asasi pihak yang dirugikan “. 
                                                             
12 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004., hlm 39 
13Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, op.cit., hlm 46 
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c.  Menurut Raplh de Sola14 
“ victim is a person who has injured mental or physical suffering, 
loss of property or death resulting from an actual or attemted 
criminal offense committed by another (korban adalah orang yang 
mengalami penderitaan mental atau fisik, kehilangan harta benda 
atau mengakibatkan kematian karena suatu tindak pidana atau 
percobaan tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain). “ 
 
2) Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban“ korban adalah orang yang mengalami penderitaan 
fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu 
tindak pidana “. 
3) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata 
Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam 
Pelanggaran HAM yang berat; 
“ orang perseorangan atau kelompok yang mengalami penderitaan 
sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang 
memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, 
terror dan kekerasan pihak mana pun “ 
 
Mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat dilihat 
bahwa korban pada dasarnya bukan hanya orang perorangan atau 
kelompok saja tetapi lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat 
dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban 
mengatasi penderitaannya. 
                                                             
14Ibid 
12 
 
2. Tipologi Korban 
Perkembangan ilmu viktimologi selain mempelajari untuk lebih 
memperhatikan posisi korban, viktimologi juga mempelajari dan memilah-
milah jenis korban antara lain sebagai berikut:15 
1) Tipologi Korban menurut Keadaan dan Status Korban 
a) Unrelated victims, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama 
sekali dengan pelaku. 
b) Provocative victims, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong 
dirinya menjadi korban. 
c) Partisipating victims, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan 
tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban. 
d) Biologically weak victims, yaitu mereka yang secara fisik memiliki 
kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban. 
e) Socially weak victims, yaitu mereka yang memiliki kedudukan 
sosial lemah yang menyebabkan ia menjadi korban. 
f) Self victimizing victims, yaitu mereka yang menjadi korban karena 
kejahatan yang dilakukannya sendiri. 
2) Pengelompokan Korban menurut Sellin dan Wolfgang 
a) Primary victimization, yaitu korban berupa individu atau 
perorangan 
b) Secondary victimization, yaitu korban kelompok 
c) Tertiary victimization, yaitu korban masyarakat luas 
                                                             
15Ibid., hlm 49 - 51 
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d) No victimization, yaitu korban yang tidak dapat diketahui 
3) Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana 
a) Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap 
menjadi korban. Pada tipe ini kesalahan terletak pada pelaku. 
b) Korban yang secara sadar atau tidak sadar memancing orang lain 
untuk melakukan kejahatan. Pada tipe ini kesalahan terletak pada 
pelaku dan korban. 
c) Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban, 
seperti anak-anak, orang cacat fisik dan mental, golongan 
minoritas. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi 
masyarakatlah yang harus bertanggung jawab. 
d) Korban karena dirinya sendiri merupakan pelaku, ini yang 
dinamakan kejahatan tanpa korban. Dalam tipe ini pihak yang 
bersalah adalah korban, karena juga sebagai pelaku. 
3. Hak dan Kewajiban Korban 
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban, telah diatur hak-hak apa saja yang 
dimiliki oleh korban. Hak-hak tersebut meliputi: 
14 
 
a) Mendapat perlindungan atas keamanan pribadi keluarga dan harta 
benda, serta bebas dari ancaman berkaitan dengan kesaksian yang 
akan, sedang atau telah diberikan; 
b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk 
perlindungan dan keamanan; 
c) Memberikan keterangan tanpa tekanan; 
d) Mendapat penterjemah; 
e) Bebas dari pertanyaan yang menjerat; 
f) Mendapat informasi tentenag perkembangan kasus dan putusan 
pengadilan; 
g) Mengetahui jika terpidana dibebaskan; 
h) Mendapat identitas dan tempat tinggal baru; 
i) Mendapat penggantian biaya transportasi; 
j) Mendapat nasehat hukum dan memperoleh biaya hidup sementara 
sampai batas perlindungan berakhir; 
k) Berhak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikososial; 
l) Hak atas kompensansi; 
m) Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab 
pelaku tindak pidana. 
15 
 
Selain hak, korban juga mempunyai kewajiban. Adapun kewajiban 
korban adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:
16
 
1) Tidak melakukan perbuatan main hakim sendiri/balas dendam 
terhadap pelaku; 
2) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah kemungkinan 
terjadinya tindak pidana yang sama agar tidak ada korban lagi; 
3) Mengcegah kehancuran si pelaku baik oleh diri sendri maupun orang 
lain; 
4) Ikut serta membina si pelaku; 
5) Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban 
lagi; 
6) Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan 
pelaku; 
7) Memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberikan 
kompensansi pada korban sesuai dengan kemampuannya; 
8) Bersedia menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, 
sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya; 
9) Berkewajiban membantu semua pihak yang berkepentingan dalam 
upaya penanggulangan kejahatan. 
                                                             
16Nanik Widayanti dan Yulius Waskita, Kejahatan Dalam Masyarakat dan Cara Pencegahannya, 
Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 138 
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C.  Teori Peranan Korban 
Korban dapat mempunyai peranan dalam terjadinya suatu tindak 
pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung 
ataupun tidak langsung. 
Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri 
seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan 
yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Permasalahan 
kemudian, muncul pertanyaan, mengapa korban yang nyata-nyatanya 
menderita kerugian baik secara fisik, mental maupun sosilal, justru 
dianggap sebagai pihak yang turut berperan dan memicu terjadinya 
kejahatan, bahkan terkadang korban pun dituntut untuk turut memikul 
tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.
17
 
Dapat dikatakan bahwa jika hendak ingin mengamati masalah 
kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya dari berbagai dimensi 
(secara dimensional) maka mau tidak mau kita harus mempertimbangkan 
peranan korban (victim) dalam timbulnya suatu kejahatan.Dalam 
kenyataan, tidak mudah membedakan setiap peranan yang dimainkan 
oleh korban, karena korban sebagai partisipan utama dalam memainkan 
berbagai macam peranan yang dibatasi situasi dan kondisi tertentu. 
                                                             
17Rena Yulia, Viktimoligi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, 
Yogyakarta, 2010, hlm. 75 
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Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak, secara 
langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, 
bertanggungjawab atau tidak, secara pasif atau aktif, dengan motivasi 
positif atau negative.Semuanya bergantung pada situasi dan kondisi pada 
saat kejadian tersebut berlangsung.18 
Pihak korban dalam situasi dan kondisi tertentu dapat pula 
menggundang pihak pelaku untuk melakukan kejahatan pada dirinya 
akibat sikap dan tindakannya.Dalam hal ini antara pihak korban dan 
pelaku tidak ada hubungan sebelumnya (tidak perlu). Misalnya korban 
bersikap dan bertindak lalai terhadap harta miliknya sehingga memberikan 
kesempatan kepada orang lain untuk mengambilnya tanpa izin. Bisa juga 
karena sikap dan tingkah laku korban, sehingga menimbulkan kebencian, 
kemuakan dan tindakan yang merugikan pihak korban.Dapat pula karena 
pihak korban berada di daerah rawan atau bertugas di bidang 
keamanan.Pihak korban memungkinkan, memudahkan dirinya untuk 
menjadi sasaran perbuatan kejahatan.
19
 
Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban 
dibedakan menjadi lima macam, yaitu:20 
1. Yang sama sekali tidak bersalah; 
2. Yang menjadi korban karena kesalahannya; 
                                                             
18Ibid, hlm. 76 
19Ibid., hlm 77 
20Ibid., hlm 80 
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3. Yang sama salahnya dengan pelaku; 
4. Yang lebih bersalah daripada pelaku; 
5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini 
pelaku dibebaskan). 
   Henting beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan 
kejahatan adalah:21 
1. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk 
terjadi. 
2. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk 
memperoleh keuntungan yang lebih besar. 
3. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerjasama 
antara si pelaku dan si korban. 
4. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak 
ada provokasi dari si korban. 
   Peranan korban kejahatan antara lain berkenaan dengan hal-hal 
sebagai berikut:22 
1. Apa yang dilakukan pihak korban 
2. Bilamana dilakukan sesuatu 
                                                             
21Ibid., hlm 81 
22Ibid 
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3. Dimana hal tersebut dilakukan 
D. Kejahatan 
1.  Pengertian Kejahatan  
Pertama, jika kita melihat dari sudut pandang hukum (a crime from the 
legal point og view) maka batasan kejahatan dari sudut pandang ini 
adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun 
jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam 
perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang 
bukan kejahatan.23 
Kedua, dari sudut pandang masyarakat (a crime from the sociological 
pont of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap 
perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam 
masyarakat. Contohnya seperti bila seorang muslim meminum minuman 
keras sampai mabuk, perbuatan itu merupaka dosa (kejahatan) dari sudut 
pandang masyarakat Islam, namun dari sudut pandang hukum bukan 
kejahatan.
24
 
Selain pengertian dari dua sudut pandang diatas, terdapat beberapa 
pendapat pakar hukum mengenai kejahatan:25 
a. Sutherland berpendapat 
“ kejahatan adalah perilaku yang melanggar ketentuan hukum 
pidana. Tidak peduli apakah tingkat moralitas dan kesopanan dari 
suatu tindakan tersebut bukan merupakan kejahatan kecuali tidak 
dilarang oleh hukum pidana.” 
                                                             
23 A.S. Alam, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, hlm. 15. 
24 Loc.cit. 
25 Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 49. 
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b.  R. Soesilo membagi dua sudut pandang mengenai kejahatan 
yaitu: 
1. Yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah 
lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalan Undang-
Undang. 
2. Sosiologis, kejahatan perbuatan atau tingkah laku yang selain 
merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu 
berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. 
c.  Arif Gosita mengemukakan 
“ kejahatan sebagai suatu hasil interaksi, dan karena adanya 
interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. 
Dimana kejahatan tidak hanya dirumuskan oleh Undang-Undang 
tetapi juga tindakan-tindkan yang menimbulkan penderitaan dan 
tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat, baik tidak atau belum 
dirumuskan dalam Undang-Undang oleh karena situasi dan 
kondisi tertentu ” 
 
2. Kejahatan Sebagai Realita Sosial 
Realita Sosial merupakan suatu peristiwa yang memang benar – 
benar terjadi di tengah masyarakat. Istilah ini digunakan untuk 
menunjukkan suatu gejala tidak biasa di tengah masyarakat. Hal ini lahir 
dari perilaku manusia dalam kehidupan sosialnya dan membentuk suatu 
gejala-gejala sosial menjadi sebuah fakta atau kondisi tertentu. 
Realita Sosial yang ada dalam masyarakat yang secara bersama-
sama merupakan masalah sosial dibatasi pada konsep dasar atau 
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elementer yang sangat diperlukan untuk mempelajari masalah-masalah 
sosial. Masalah sosial itu sendiri  adalah suatu kondisi yang dirumuskan 
atau dinyatakan oleh suatu entitas yang berpengaruh dan  mengancam 
nilai – nilai masyarakat. Masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat, 
biasanya terlibat dalam berbagai kenyataan-kenyataan sosial antara yang 
satu dengan yang lainnya berbeda. Untuk memudahkan mengamati 
masalah – masalah sosial, Stark membagi masalah sosial menjadi 3 
macam yaiu : 
1. Konflik dan kesenjangan, seperti : kemiskinan, konflik antar kelompok, 
pelecehan seksual, dan masalah lingkungan 
2. Perilaku menyimpang, seperti : kecanduan obat terlarang, gangguan 
mental, kejahatan, kenakalan remaja, dan kekerasan pergaulan. 
3. Perkembangan manusia, seperti : masalah keluarga, usia lanjut, 
kependudukan dan kesehatan seksual. 
Salah satu penyebab utama timbulnya masalah sosial adalah 
pemenuhan akan kebutuhan hidup. Artinya, jika anggota masyarakat 
gagal memenuhi kebutuhan hidupnya maka, ia akan cenderung 
melakukan tindakan kejahatan dan kekerasan. Dan jika hal ini 
berlangsung lebih maka akan menyebabkan dampak yang sangat 
merusak seperti kerusuhan sosial.26 
 
                                                             
26http://achiepa.blogspot.co.id/2015/12/makalah-teori-sosial-dan-realita-sosial.html,  
diakses pada tanggal 1 November 2016 pukul 12.30 
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E. Kejahatan Seksual 
1. Pengertian Kejahatan Seksual 
Kejahatan seksual merupakan semua tindaka seksual, percobaan 
tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks, 
dengan menggunakan paksaan, ancaman, paksaan fisik oleh siapa saja 
tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi apa saja, 
termasuk tapi tidak tidak terbatas pada rumah dan perkerjaan 
(IASC,2005). Kejahatan seksual dapat dalam berbagai bentuk termasuk 
pemerkosaan, perbudakan seks dan/atau perdagangan seks, kehamilan 
paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan/atau penyalahgunaan 
seks dan aborsi.27 
Sedangkan istilah yang digunakan dalam KUHP adalah kejahatan 
terhadap kesusilaan, tidak menggunakan istilah kejahatan seksual (sexual 
violence) yang diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan 
seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki ataupun perempuan. 
Penggunaan istilah kesusilaan menyebabkan masyarakat terutama aparat 
hukum sering terjebak dalam menempatkan pasal-pasal kesusilaan 
semata-mata sebagai persoalan pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya, 
norma agama, atau sopan santun yang berkaitan dengan nafsu 
perkelaminan (birahi), bukan kejahatan terhadap tubuh dan jiwa 
seseorang. 
 
                                                             
27Dadang Hawari, Psikopatologi Kejahatan Seksual, Badan Penerbit Fakultas Kedokteran 
Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm. 3 
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2.  Jenis-Jenis Kejahatan Seksual/Kesusilaan Dalam KUHP 
Kejahatan di bidang kesusilaan adalah kejahatan mengenai hal yang 
berhubungan dengan masalah seksual. Di dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XVI Buku II dengan titel 
”Kejahatan Terhadap Kesusilaan”.28 
a. kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum (Pasal 281); 
b. kejahatan pornografi (Pasal 282); 
c. kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa (Pasal 
283); 
d. kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya (Pasal 283 
bis); 
e. kejahatan perzinahan (Pasal 284);  
f. kejahatan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285); 
g. kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam 
keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286);  
h. kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang 
umurnya belum 15 tahun (Pasal 287);  
i. kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang 
belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka-luka (pasal 
288); 
j. kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang 
kehormatan kesusilaan (pasal 289); 
                                                             
28 Marcheyla Sumera, Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, Lex et 
Societatis, Vol. 1. Nomor 2 April-Juni, 2103, hlm. 44 
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k. kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang 
yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya dikawin (Pasal 
290); 
l. kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin, pada orang yang belum 
dewasa (Pasal 292); 
m. kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang 
yang belum dewasa (pasal 293); 
n. kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak dibawah 
pengawasannya dan lain-lain yang belum dewaasa (Pasal 294); 
o. kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya dan 
lain-lain yang belum dewasa (pasal 295); 
p.  kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian 
atau kebiasaan (pasal 296); 
q.  kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum 
dewasa (Pasal 297);  
r. kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa 
hamilnya dapat digugurkan (Pasal 299). 
F. Anak 
1. Pengertian Anak 
Secara umum yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau 
generasi penerus suatu hasil hubungan kelamin atau persetubuhan antara 
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seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan 
perkawinan maupun di luar ikatan perkawinan.
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Kemudian di dalam Hukum Adat sebagaimana dinyatakan oleh 
Soerojo Wignjodipoero:30 
“ kecuali dilihat oleh orangtuanya sebagai penerus generasi juga, anak 
itu dipandang pula sebagai wadah dimana semua harapan 
orangtuanya kelak di kemudian hari wajib ditumpahkan, pula 
dipandnag sebagai pelindung orangtuanya kelak bila orang tua itu 
sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah ” 
 
Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia antara lain: 
1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 
Anak, menyebutkan Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) 
tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun. 
2. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 
Manusia, menyebutkan Anak adalah setiap manusia yang berusia di 
bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak 
yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi 
kepentingannya. 
3. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak, menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
                                                             
29 Endang Sumiarni dan Chandera Halim, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum 
Keluarga, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009, hlm. 10 
30 Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 173 
26 
 
4. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pasal 330 
ayat (1) menyebutkan orang belum dewasa adalh mereka yang 
belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak 
lebih dahulu kawin. 
5. Hukum Islam, anak disebut orang yang belum baliq atau belum 
berakal dimana mereka dianggap belum cakap untuk berbuat atau 
bertidak. Seseorang yang dikatakan baliq atau dewasa apabila telah 
memenuhi satu dari sifat di bawah ini: 
 Telah berumur 15 (lima belas) tahun 
 Telah keluar air mani bagi laki-laki 
 Telah datang haid bagi perempuan 
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak 
Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak 
anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara 
optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi 
terwujudnya generasi bangsa yang berkualitas, berakhlak mulia dan 
sejahtera. 
Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: (1) 
perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam 
bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. (2) 
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perlindungan anak yang bersifat non yuridis meliputi perlindungan dalam 
bidang sosial, kesehatan dan pendidikan.
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Prinsip-prinsip Perlindungan Anak antara lain adalah:32 
a. Anak tidak dapat berjuang sendiri 
Anak adalah modal utama kelangsungan hidup manusia, 
bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. 
b. Kepentingan terbaik anak (the best interest of the child) 
Kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai memperoleh 
prioritas tinggi (of paramount importece) dalam setiap keputusan 
yang menyangkut anak. Prinsip ini digunakan karena dalam hal 
anak “korban” disebabkan ketidaktahuan (ignorance) karena usia 
perkembanganya. 
c. Ancangan daur kehidupan 
Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa 
perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. 
d. Lintas sektoral 
Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro 
yang langsung maupun tidak langsung karena perlindungan 
terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan 
semua orang di semua tingkatan. 
 
                                                             
31
Maidin Gulto, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana 
Anak Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 33 
32
 Ibid., hlm. 39-40 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A.  LOKASI PENELITIAN  
Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan 
dengan permasalahan dan pembahasan penulisan ini, maka 
penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di 
Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dan 
informasi akan dilaksanakan di tempat yang dianggap mempunyai 
data yang sesuai dengan objek yang akan diteliti yaitu, di Kantor 
LBH APIK Makassar. 
B. JENIS DAN SUMBER DATA 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokan 
dalam dua jenis, yaitu: 
1. Data Primer 
Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung 
dari hasil wawancara secara langsung dengan pihak terkait 
untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan 
dalam judul penulis 
2. Data Sekunder 
Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literature, 
dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan 
lainnya yang relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini 
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diperoleh melalui pepustakaan atau dokumentasi pada 
instansi terkait. 
C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 
Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan 
data yaitu: 
1. Penelitian Lapangan ( Field Research ) 
Dalam penelitian ini penulis terjun langsung ke lokasi 
penelitian untuk meminta data-data dan melakukan 
wawancara dengan pihak terkait yang menyangkut objek 
penelitian. 
2. Penelitian Pustaka ( Library Research ) 
Sasaran penelitan kepustakaan ini terutama untuk landasan 
teori dari objek kajian dengan cara: 
a) Mempelajari buku-buku yang berhubungan langsung 
dengan objek dan materi penulisan skripsi ini. 
b) Mempelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan pembuktian perkara pidana 
c) Mempelajari materi kuliah, seminar-seminar, dan 
tulisan-tulisan para sarjana yang ada hubungannya 
dengan skripsi. 
D. ANALISIS DATA 
Data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan 
selama proses penelitian dalam bentuk data primer maupun data 
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sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara 
deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan 
sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan 
penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sehingga hasil dari 
penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran 
secara jelas. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
   Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang 
mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan 
kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat 
pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk 
menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataanya sangat 
sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya 
kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan 
perkembangan masyarakat. 
Maraknya kasus kejahatan terhadap anak yang terjadi di Indonesia 
dapat menunjukkan bagaimana kualitas perlindungan yang diberikan 
terhadap anak di Indonesia sangatlah buruk. Terutama kejahatan seksual 
terhadap anak, yang akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian masyarakat 
dan pemerintah. 
Berdasarkan apa yang didapatkan dari hasil penelitian yang penulis 
lakukan, berikut adalah data dari LBH APIK Makassar mengenai 
kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi di Sulsel terutama di 
wilayah Makassar. Penulis mengambil data dari Tahun 2014 sampai 
dengan tahun 2016 yang disajikan dalam tabel berikut: 
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Tabel 1 
Data  Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Sulsel 
 Tahun 2014 – 2015 
NO 
JENIS 
KEJAHATAN SEKSUAL 
2014 2015 2016 
1 PENCABULAN 2 - - 
2 
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK 
DI BAWAH UMUR 
1 - 10 
3 PELECEHAN SEKSUAL 1 6 3 
4 PERNIKAHAN DINI/PAKSA 1 - 1 
5 PEMERKOSAAN - 6 6 
6 
PERBUDAKAN SEKSUAL SECARA 
TERUS-MENERUS 
- 1 - 
7 EKSPLOITASI - - 6 
JUMLAH 5 13 26 
Sumber : LBH APIK Makassar 
Semua data yang tercatat oleh lembaga di atas tidak menggambarkan 
kondisi yang sebenarnya dalam masyarakat. Data tersebut adalah data 
kasus anak yang dilaporkan  kepada lembaga sehingga jumlah kejahatan 
terhadap anak yang terjadi di masyarakat kemungkinan lebih besar. 
Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah kejahatan 
seksual terhadap anak yang terjadi tiap tahunnya mengalami peningkatan, 
terutama pada tahun 2016 dengan jumlah kasus dua kali lebih besar 
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, di tahun 2016 terdapat 
bentuk kasus baru yang pada tahun-tahun sebelumnya belum pernah di 
laporkan yaitu Eksploitasi. 
Peningkatan yang terjadi setiap tahun ini menggambarkan payung 
hukum Indonesia masih kurang mampu untuk dapat mencegah dan 
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melindungi anak dari kejahatan seksual khususnya di Kota Makassar. Hal 
ini dibenarkan oleh LBH APIK Makassar. Berdasarkan hasil wawancara 
yang penulis lakukan dengan pihak LBH APIK Makassar, pihaknya 
menyatakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota 
Makassar akan terus meningkat jika tidak ada penangganan serius. 
Lemahnya perlindungan dari pemerintah serta peran keluarga yang 
seharusnya menjadi tameng pertahanan pertama anak menjadi faktor 
penyebab maraknya kasus kejahatan seksual terhadap anak. 
Membahas mengenai masalah kejahatan maka perlu pula untuk dikaji 
lebih mendalam mengenai faktor-faktor penyebab dan dampak dari 
kejahatan tersebut. Terjadinya suatu kejahatan dapat dilihat dari beberapa 
sudut pandang diantaranya ada yang melihat dari sudut pandang pelaku 
yang lebih dikenal dengan istilah kriminologi atau viktimologi yang 
merupakan ilmu hukum yang melihat suatu kejahatan dari sudut pandang 
korban. 
Berdasarkan tujuan dari penulisan skripsi ini, maka pada pembahasan 
akan dipaparkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peranan 
korban dalam hal ini peranan anak dalam terjadinya kejahatan seksual 
serta bagaimana upaya pencegahan dan penangganan kejahatan seksual 
terhadap anak. 
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A. Peranan Anak sebagai Korban Kejahatan Seksual 
Kejahatan tidak serta merta terjadi begitu saja, ada banyak hal yang 
menjadi faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan baik dari keadaan 
lingkungan, pelaku maupun dari sisi korban itu sendiri. Begitupula yang 
terjadi pada anak yang menjadi korban kejahatan seksual. 
Dalam studi tentang kejahatan dapat dikatakan bahwa tidak ada 
kejahatan tanpa menimbulkan korban, dengan demikian korban adalah 
partisipan utama meskipun pada sisi lain dikenal pula kejahatan yang 
tidak menimbulkan korban di pihak lain. Misalnya penyalahgunaan obat 
terlarang, perjudian dan tindakan aborsi yang dimana korban menyatu 
dengan pelaku.33 Karena itu korban mempunyai peranan yang fungsional 
dalam terjadinya suatu kejahatan. 
Memahami sejauh mana peranan korban dalam terjadinya kejahatan 
dapat diidentifikasi melalui beberapa jenis korban yang dikemukakan oleh 
Azzart Abdeh Fattah.34 Untuk kejahatan seksual terhadap anak maka 
peranan anak sebagai korban termaksud dalam ketegori latent victims, 
yakni anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik maupun mental, orang 
miskin, golongan minoritas dan sebagainya yang mudah menjadi korban 
karena kelemahan fisik serta sifat dan karakter tertentu yang dimiliki 
sehingga cenderung menjadi korban. 
                                                             
33 Rena Julia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, 
Yogyakarta, 2010., hlm 76 
34 Muhadar, op.cit., hlm 37 
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Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Direktur LBH APIK 
Makassar, yakni Ibu Rosmiati Sain, S.H., (21 Februari 2017) beliau 
mengemukakan bahwa peranan anak sebagai korban kejahatan seksual 
itu relative dan beragam sesuai dengan situasi dan kondisi korban. Pada 
dasarnya anak memiliki kondisi yang berbeda dengan orang dewasa 
sehingga hal ini yang memudahkan bagi seorang anak untuk menjadi 
korban kejahatan. Anak dinilai kurang mampu bertindak dan bereaksi 
secara tepat lantaran keterbatasan daya fikir, emosional dan keadaan 
fisiknya yang lemah saat mengalami atau pasca kejahatan tersebut telah 
dilakukan dan kemudian berdampak pada peranan anak tersebut sebagai 
korban kejahatan seksual. Sebab ada anak atau korban yang berperan 
secara aktif yaitu anak yang dengan segala tingkah lakunya secara aktif 
mendorong dirinya menjadi korban dan menimbulkan rangsangan 
terhadap pelaku untuk melakukan kejahatan dan ada pula yang berperan 
secara pasif yaitu anak yang tidak berbuat apa-apa akan tetapi dengan 
sikap yang ditunjukannya justru mendorong dirinya menjadi korban 
kejahatan. 
Sebagai salah satu contoh beliau mengemukakan tentang kasus 
kejahatan seksual yang pernah ia tangani yaitu kasus pencabulan 
terhadap anak yang terjadi pada akhir tahun 2014, yang dimana korban 
berinisial EN masih berusia 16 tahun dan pelaku adalah pacar korban 
yang berusia 8 tahun lebih tua dari korban yaitu 24 tahun. Kasus ini terjadi 
ketika pelaku yaitu pacar korban membujuk korban untuk melakukan 
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hubungan intim layaknya sepasang suami-isteri dengan pelaku. Pada 
awalnya korban menolak dan merasa takut namun karena pelaku merayu 
serta berjanji akan bertanggung jawab dengan berkata “kau tunjukan bukti 
cintamu kepada saya” maka korban membiarkan dilakukan perbuatan 
cabul terhadap dirinya yang kemudian perbuatan tersebut dilakukan 
berkali-kali sampai pada akhirnya korban hamil dan diketahui oleh orang 
tuanya lalu pelaku dilaporkan oleh orang tua korban atas perbuatannya. 
Sedangkan dalam kasus lain terjadi pada seorang anak berusia 7 
tahun yang mendapatkan perlakuan tidak senonoh dan keji oleh seorang 
office boy sekolah SD (Sekolah Dasar) berumur 45 tahun. Dimana pada 
kejadian ini, sekitar pukul 15.00 WITA korban berada di lingkungan 
sekolah SD tersebut untuk bermain-main bersama temannya saat 
keadaan sekolah sepi karena jam sekolah telah berakhir. Lalu kemudian 
temannya pulang karena dijemput oleh orang tuanya sehingga korban 
tingal sendirian bermain. Pada saat itu juga pelaku yang sedang berada 
dalam kantor sekolah, melihat korban sendirian pelaku kemudian menarik 
korban masuk kedalam ruangan kantor dan kemudian melakukan 
perbuatan bejatnya dengan mencabuli korban dan setelah itu korban 
diberi uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dengan maksud membuat anak 
diam dan tidak memberitahukannya kepada orang lain mengenai apa 
yang dilakukan pelaku terhadap korban. Sampai akhirnya diketahui oleh 
ibu korban ketika memandikan korban dan korban mengeluhkan rasa sakit 
disekitar kemaluannya.  
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Dari kedua kasus tersebut memberikan sedikit gambaran mengenai 
bagaimana peranan anak sebagai korban dalam terjadinya kejahatan 
seksual terhadap dirinya. Pada kasus yang pertama anak yang menjadi 
korban kejahatan menunjukan karakternya sebagai seorang anak dengan 
ketidakmampuannya dalam mengontrol diri yang menunjukan kelemahan 
daya berfikirnya yang kurang matang dan rasional sebab pada dasarnya 
anak memiliki keterbatasan dalam menentukan sikap, yang kemudian 
menjadi berbahaya ketika anak yang mulai tumbuh memasuki fase remaja 
dan sudah mulai memiliki rasa ketertarikan dengan lawan jenis serta 
mengenal arti pacaran kemudian terjerumus dalam nafsu dan 
menyebabkan dirinya menjadi korban kejahatan seksual. Dan pada 
contoh ini dapat dikatakan anak sebagai korban berperan secara aktif 
dalam terjadinya kejahatan terhadap dirinya yang berpartisipasi secara 
aktif dan menimbulkan rangsangan terhadap pelaku sehingga 
mendorongnya menjadi korban. 
Pada kasus kedua, korban berperan secara pasif terhadap kejahatan 
pencabulan yang terjadi terhadap dirinya dengan kata lain korban tidak 
berbuat akan tetapi ada hal-hal lain yang mendorong dirinya sehingga 
menjadi korban. Hal-hal lain yang dimaksudkan ialah kondisi fisik korban 
yang lemah dimana anak dengan kondisi tubuh yang baru berusia 7 tahun 
ditarik oleh orang dewasa yang badannya jauh lebih besar dan dilakukan 
perbuatan cabul terhadap dirinya dimana korban pun tidak mengetahui 
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apa yang terjadi dan yang dilakukan pelaku terhadap dirinya itu 
merupakan suatu kejahatan. 
Tidak itu saja beliau juga menyimpulkan bahwa pada umumnya anak 
sangat rentan menjadi korban kejahatan seksual karena dipengaruhi oleh 
beberapa faktor pemicu yang melekat pada situasi dan kondisi anak 
tersebut, yang secara garis besar dibagi menjadi dua yakni faktor internal 
dan faktor eksternal dari korban yang lebih rinci dijelaskan sebagai 
berikut: 
1. Faktor eksternal ialah faktor pemicu yang berasal dari diri korban yang 
terbagi menjadi beberapa spesifikasi, yakni: 
a. Kepribadian 
Kepribadian seseorang sangat menentukan besar kecil 
peranan dalam terjadinya suatu kejahatan. Bagaimana 
kepribadian yang dimiliki korban dapat memperlihatkan posisi 
korban dalam terjadinya kejahatan terhadap dirinya. Korban yakni 
anak memilki sifat yang cenderung mudah diatur, mudah menuruti 
perintah, mudah terpengaruh serta memiliki sisi kelemahan dalam 
menentukan sikap, berfikir secara matang dan rasional. Hal-hal ini 
kemudian yang dapat memicu anak sehingga mudah untuk 
menjadi korban kejahatan seksual. 
b. Kepercayaan/Iman 
Agama mengajarkan setiap umatnya dalam kebajikan, agama 
mengatur hal-hal yang boleh dan tidak boleh dikerjakan oleh 
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umatnya karena dampak yang diberikan dari suatu perbuatan atau 
pekerjaan. Pengetahuan agama haruslah ditanamkan dan 
diajarkan pada anak sedini mungkin, karena bekal pengetahuan 
mengenai agama yang diyakini akan membawa anak dalam 
bersikap dan berperilaku. Krisis kepercayaan atau keimanan 
seorang anak akan mendorong anak melakukan hal-hal yang tidak 
baik dan dilarang oleh agama, misalnya bergaul dengan lawan 
jenis tanpa mengenal batasan dengan berpacaran, ciuman, 
pelukan, bahkan melakukan perbuatan mesum dan hubungan 
badan yang merupakan dosa besar, keluar rumah dengan 
menggunakan pakaian tidak sopan yang mengundang mata serta 
nafsu kaum lelaki, hal ini yang sering terjadi pada anak usia 
remaja yang mulai mencari jatidiri mengalami krisis moral ditengah 
kehidupan masyarakat. Sehingga dengan mudah keadaan seperti 
ini menjadi peluang oleh pelaku untuk melakukan kejahatan 
seksual terhadap korban. 
c. Hubungan Korban dengan Pelaku 
Hubungan korban dengan pelaku merupakan hal yang 
seringkali dimanfaatkan dalam terjadinya suatu kejahatan. 
Misalnya saja korban yang memilki hubungan keluarga dengan 
pelaku, kondisi korban yang berada dalam satu rumah dengan 
pelaku sehingga sering terjadi interaksi antara pelaku dengan 
korban yakni bertemu melihat dan berdekatan yang kemudian 
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menimbulkan hasrat atau nafsu birahi pelaku yang tidak terkontrol. 
Biasanya hal itu terjadi karena pelaku melihat anak yang sedang 
tidur dan tak berdaya, bernafsu karena sering melihat bagian 
tubuh anak yang dapat menimbulkan nafsu pelaku baik karena 
sengaja maupun tidak sengaja. 
d. Pendidikan 
Pendidikan menentukan bagaimana pola pikir seseorang dalam 
bertindak dengan pengetahuan yang dimiliki. Pendidikan seks 
sejak dini yang diberikan kepada anak sangatlah penting karena 
faktanya anak yang menjadi korban kejahatan seksual adalah 
anak yang minim pengetahuannya tentang seks. Pada umumnya 
anak kurang mendapatkan pendidikan seks di rumah baik dari 
orang tua atau anggota keluarga lainnya dikarenakan anak 
dianggap belum pantas untuk mendapatkannya dan juga 
membahas mengenai seks merupakan hal yang tabuh terlebih bila 
disampaikan pada anak. Akibatnya anak akan mendapatkan 
pengetahuan atau informasi mengenai seks dari teman-temannya 
serta sumber lain yang kemudian malah dapat menyesatkan anak, 
yang lebih ironisnya ketika informasi itu malah didapatkan anak 
dari pelaku yang dengan sengaja ingin menyesatkan anak. 
2. Faktor eksternal 
a. Perhatian dan Pengawasan Orang Tua/Keluarga 
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Anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang lebih dari 
orang tua, keluarga. Ketika anak tidak mendapatkannya maka 
anak kemudian akan mencari perhatian dan kasih sayang itu dari 
orang lain, terkadang anak yang kurang mendapatkan perhatian 
dari orang tua atau keluarga cenderung mendorong anak untuk 
melakukan hal-hal yang negatif untuk mendapatkan perhatian dan 
kasih sayang yang diinginkan dan ini sering terjadi pada tingkat 
anak yang telah mengalami depresi akibat lingkungan keluarga 
yang kurang harmonis, tidak adanya kehangatan dalam keluarga.  
Perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak pun harus 
sewajarnya sebab, terkadang anak yang mendapatkan perhatian 
dan kasih sayang berlebih yang diberikan oleh orang tua tanpa 
memberikan pengertian yang cukup kepada anak yang kemudian 
membuat anak merasa tertekan dan merasa kebebasannya 
dirampas oleh orang tua, sehingga anak mencoba keluar dari 
tekanan, memiliki rasa keingintahuan yang tinggi tentang hal-hal 
yang dilarang oleh orang tuanya sehingga terjerumus dalam 
pergaulan bebas, dalam hal-hal semacam ini anak tidak dapat 
dipersalahkan sebab pikiran-pikiran anak seperti itu adalah wajar 
dikarenakan anak masih belum matang dalam berfikir dan 
memahami keadaan yang terjadi disekitarnya. 
b. Perhatian Masyarakat/Lingkungan 
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Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat 
mendukung terjadinya kejahatan seksual terhadap anak. Hal ini 
dikarenakan situasi dan keadaan lingkungan tempat tinggal anak 
yang mendukung dan memberi kesempatan untuk terjadinya 
kejahatan seksual terhadap anak. Kebiasaan yang terjadi di 
lingkungan masyarakat, seperti maraknya tempat perkumpulan 
atau tongkrongan muda-mudi, membuat anak bergaul dengan 
bebas tanpa perhatian dari masyarakat sekitar serta perilaku 
ditengah masyarakat yang meminun-minuman beralkohol dapat 
juga menjadi salah satu faktor, dimana orang hilang akal sehatnya 
karena pengaruh minuman beralkohol dapat berbuat kejahatan 
yang lain. Terlebih lagi ketika di lingkungan tersebut minimnya 
fasilitas umum seperti lampu jalan/penerangan yang kurang 
memadai sehingga daerah yang dialalui ketika malam akan 
semakin menjadi gelap dan sepi sehingga dapat menjadi peluang 
untuk terjadinya kejahatan asusila seperti orang mabuk atau laki-
laki yang menggoda wanita atau anak yang sedang jalan atau 
melintas, memperkosa, atau bahkan melakukan perbuatan 
kejahatan seksual lainnya 
c. Teknologi dan Media Massa 
Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan 
dimanfaatkan oleh masyarakat juga dapat menjadi sarana yang 
dapat menjadi faktor penyebab munculnya korban kejahatan 
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seksual terhadap anak. Khususnya di bidang komunikasi dan 
media massa. Bagaimana tidak, efisiensi dan efektifitas yang 
ditawarkan oleh beragam teknologi yang menjadi alat komunikasi 
dan informasi yang cepat kepada masyarakat dapat dimanfaatkan 
pula untuk hal-hal kejahatan. 
Salah satu contoh ialah media cetak atau elektronik seperti 
majalah, bacaan-bacaan, gambar, film, serta video yang 
mengandung unsur-unsur pornografi dapat dengan mudah 
diakses oleh masyarakat melalui alat elektronik atau alat 
komunikasi seperti handphone, komputer dan sebagainya tanpa 
pengaturan yang jelas serta pengawasan terlebih bila di akses 
oleh anak sehingga dapat secara langsung atau tidak langsung 
dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan seksual terhadap anak. 
Dikarenakan pornografi mengandung unsur negatif yang dapat 
mempengaruhi seseorang yang melihat atau mendengarnya dan 
juga dapat menimbulkan nafsu seksual, rangsangan, dan pikiran 
yang tidak sehat. 
d. Krisis Moral di Masyarakat 
Kejahatan merupakan suatu fenomena ditengah masyarakat 
yang sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dan 
salah satunya ialah aspek sosial budaya masyarakat. Pola 
kehidupan mengalami perubahan kearah yang negatif akibat 
perkembangan jaman yang tidak disikapi secara bijak. Misalnya 
44 
 
saja dari perkembangan dunia fashion yang kebarat-baratan yang 
diadopsi oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan budaya 
ketimuran Indonesia dapat menjadi faktor pemicu munculnya 
korban kejahatan pencabulan. Anak remaja yang mulai masuk 
dalam kehidupan masyarakat mencoba menemukan jatidiri 
mereka melalui banyak hal yang menentukan eksisitensi dirinya 
ditengah masyarakat salah satunya dengan bagaimana anak 
berperilaku, bergaul, berpakaian untuk menunjukkan diri di 
lingkungannya 
Gaya berpakaian yang minim, tidak sopan, ketat dan 
memperlihatkan keseksian tubuh, mengumbar aurat yang 
merupakan gaya berpakaian yang diadaptasi akibat 
perkembangan jaman terutama kaum wanita dan kemudian ditiru 
oleh anak-anak, semakin bebasnya pergaulan terutama dalam hal 
sek bebas dan lain-lain yang mengarah pada perbuatan 
melanggar kesusilaan dan norma-norma yang berlaku di 
Indonesia. Anak berada pada usia perkembangan dimana 
seorang anak masih dalam taraf peniruan orang-orang di 
sekitarnya karena anak adalah orang yang paling pandai dalam 
meniru. Sehingga dengan keadaan anak seperti ini akan 
membawanya pada situasi dan kondisi tertentu yang dapat 
mengundang, pelaku melakukan kejahatan seksual terhadap 
dirinya, untuk memenuhi hasrat seksual pelaku dengan 
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melampiaskannya pada anak karena kondisi anak yang memicu 
timbulnya nafsu seks pelaku. 
B.  Upaya Pencegahan dan Penanganan Kejahatan Seksual Pada 
Anak 
Kejahatan adalah suatu hasil interaksi, karena adanya interelasi 
antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Pelaku dan korban 
kejahatan berkedudukan sebagai partisipan, yaitu terlibat secara aktif atau 
pasif dalam suatu kejahatan. Masing-masing memainkan peran yang 
penting dan menentukan terjadinya suatu kejahatan. Korban membentuk 
pelaku kejahatan dengan sengaja atau tidak sengaja berkaitan dengan 
situasi dan kondisi masing-masing (relatif). Antara korban dan pelaku 
kejahatan ada hubungan fungsional. (Arif Gosita 1993:117)  
Usaha pencegahan kejahatan adalah usaha bersama dan dimulai 
sedini mungkin pada tiap anggota masyarakat dan strata sosial. Setiap 
anggota masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam penanggulangan 
masalah kejahatan serta permasalahannya. Usaha penanggulangan 
kejahatan bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan. 
Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Direktur 
LBH APIK Makassar, Rosmiati Sain, S.H., (21 Februari 2017) beliau 
menyatakan dalam hal upaya pencegahan dan penanganan kejahatan 
seksual terhadap anak, perlu adanya sinergi antara keluarga, masyarakat 
dan negara. 
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Selain itu, beliau juga memaparkan dalam penanganan kasus 
kejahatan seksual terhadap anak seharusnya bersifat holistik dan 
terintegrasi. Artinya, semua sisi memerlukan pembenahan dan 
penanganan baik dari sisi medis, individu, aspek hukum (dalam hal ini 
masih banyak mengandung kelemahan), maupun dukungan sosial. 
Apabila kejahatan seksual terhadap anak tidak ditangani secara serius 
dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. 
Penyembuhan trauma psikis akibat kejahatan seksual haruslah mendapat 
perhatian besar dari semua pihak yang terlibat. 
Maka dari itu, terjadinya kejahatan seksual terhadap anak dapat 
dicegah dan ditanggani dengan upaya: 
1) Peran Individu dan Keluarga 
Langkah paling sederhana untuk melindungi anak dari kejahatan 
seksual bisa dilakukan oleh individu dan keluarga. Orangtua memegang 
peranan penting dalam menjaga anak-anak dari ancaman kejahatan 
seksual. Orangtua harus benar-benar peka jika melihat sinyal yang tak 
biasa dari anaknya. Namun, tak semua korban kejahatan seksual bakal 
menunjukkan tanda-tanda yang mudah dikenali. Terutama apabila si 
pelaku melakukan pendekatan secara persuasif dan meyakinkan korban 
apa yang terjadi antara pelaku dan korban merupakan hal wajar. Kesulitan 
yang umumnya dihadapi oleh pihak keluarga maupun ahli saat membantu 
proses pemulihan anak-anak korban kejahatan seksual dibandingkan 
dengan korban yang lebih dewasa adalah kesulitan dalam mengenali 
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perasaan dan pikiran korban saat peristiwa tersebut terjadi. Anak-anak 
cenderung sulit mendeskripsikan secara verbal dengan jelas mengenai 
proses mental yang terjadi saat mereka mengalami peristiwa tersebut. 
Sedangkan untuk membicarakan hal tersebut berulang-ulang agar 
mendapatkan data yang lengkap, dikhawatirkan akan menambah dampak 
negatif pada anak karena anak akan memutar ulang peristiwa tersebut 
dalam benak mereka. Oleh karena itu, yang pertama harus dilakukan 
adalah memberikan rasa aman kepada anak untuk bercerita. Biasanya 
orang tua yang memang memiliki hubungan yang dekat dengan anak 
akan lebih mudah untuk melakukannya. 
Menurut beberapa penelitian yang dilansir oleh Protective Service for 
Children and Young People Department of Health and Community Service 
(1993) keberadaan dan peranan keluarga sangat penting dalam 
membantu anak memulihkan diri pasca pengalaman kekerasan seksual 
mereka. Orang tua (bukan pelaku kekerasan) sangat membantu proses 
penyesuaian dan pemulihan pada diri anak pasca peristiwa kekerasan 
seksual tersebut. Pasca peristiwa kekerasan seksual yang sudah terjadi, 
orang tua membutuhkan kesempatan untuk mengatasi perasaannya 
tentang apa yang terjadi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan 
besar yang terjadi. Selain itu juga, orang tua membutuhkan kembali 
kepercayaan diri dan perasaaan untuk dapat mengendalikan situasi yang 
ada. Proses pemulihan orang tua berkaitan erat dengan resiliensi yang 
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dimiliki oleh orang tua sebagai individu dan juga resiliensi keluarga 
tersebut. 
2) Peran Masyarakat 
Penanganan kejahatan seksual terhadap anak, perlu adanya peran 
serta masyakarat, dengan memerhatikan aspek pencegahan yang 
melibatkan warga dan juga melibatkan anak-anak, yang bertujuan 
memberikan perlindungan pada anak di tingkat akar rumput. Keterlibatan 
anak-anak dibutuhkan sebagai salah satu referensi untuk mendeteksi 
adanya kasus kejahatan yang mereka alami. Minimal, anak diajarkan 
untuk mengenali, menolak dan melaporkan potensi ancaman kejahatan. 
Upaya perlindungan anak dilakukan dengan membangun mekanisme 
lokal, yang bertujuan untuk menciptakan jaringan dan lingkungan yang 
protektif. Oleh karena itu, perlindungan anak disini berbasis pada 
komunitas. Komunitas yang dimaksud merupakan bagian dari kelompok 
masyarakat yang peduli pada berbagai permasalahan di masyarakatnya, 
khususnya permasalahan kejahatan seksual terhadap anak. Hal ini sesuai 
dalam buku Cluetrain Manifesto (Kertajaya dan Hermawan, 2008), bahwa 
komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain 
lebih dari yang seharusnya, dimana dalam sebuah komunitas terjadi relasi 
pribadi yang erat antar para anggota komunitas tersebut karena adanya 
kesamaan interest atau values.  
Berkaitan dengan peran masyarakat oleh media massa harus 
dilakukan dengan bijaksana demi perlindungan anak karena dalam 
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Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
ditegaskan Pasal 64, “perlindungan dari pemberitaan identitas melalui 
media massa dan untuk menghindari labelisasi”. Artinya dalam hal ini 
seharusnya masyarakat ikut membantu memulihkan kondisi kejiwaan 
korban. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban 
dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada 
korban. Perlakuan semacam ini juga dirasa sebagai salah satu 
perwujudan perlindungan kepada korban, karena dengan sikap 
masyarakat yang baik, korban tidak merasa minder dan takut dalam 
menjalani kehidupan bermasyarakat. 
3) Peran Negara 
Negara dalam hal ini pemerintah adalah pihak yang bertanggung 
jawab penuh terhadap kemaslahatan rakyatnya, termasuk dalam hal ini 
adalah menjamin masa depan bagi anak-anak sebagai generasi penerus. 
Oleh karena itu, Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi warga 
negaranya dari korban kejahatan seksual yang terjadi pada anak-anak. 
Tetapi dalam kenyataannya, meskipun sudah ada jaminan peraturan yang 
mampu melindungi anak, namun fakta membuktikan bahwa peraturan 
tersebut belum dapat melindungi anak dari tindakan kejahatan seksual. 
. Para praktisi hukum maupun pemerintah setiap negara selalu 
melakukan berbagai usaha untuk menanggulangi kejahatan dalam arti 
mencegah sebelum terjadi dan menindak pelaku kejahatan yang telah 
melakukan perbuatan atau pelanggaran atau melawan hukum. Usaha-
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usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan 
sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan hukum pidana, 
tetapi dapat juga menggunakan sarana yang non hukum pidana (Lukman 
Hakim, 2008). 
Penanggulangan secara hukum pidana yaitu penanggulangan setelah 
terjadinya kejahatan atau menjelang terjadinya kejahatan, dengan tujuan 
agar kejahatan itu tidak terulang kembali. Penanggulangan secara hukum 
pidana dalam suatu kebijakan kriminal merupakan penanggulangan 
kejahatan dengan memberikan sanksi pidana bagi para pelakunya 
sehingga menjadi contoh agar orang lain tidak melakukan kejahatan. 
Berlakunya sanksi hukum pada pelaku, maka memberikan perlindungan 
secara tidak langsung kepada korban perkosaan anak di bawah umur 
ataupun perlindungan terhadap calon korban. Ini berarti memberikan 
hukuman yang setimpal dengan kesalahannya atau dengan kata lain para 
pelaku diminta pertanggungjawabannya. 
Salah satu contoh sanksi yang baru saja disahkan oleh pemerintah 
adalah Sanksi Kebiri. Dasar hukum sanksi kebiri dapat kita lihat pada 
Perppu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang 
No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tepatnya pada pasal 81 
ayat (7), Menurut pasal 81 ayat (7) Perppu No.1 tahun 2016 menyatakan: 
terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat 
dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi 
elektronik. Tindakan tersebut diputuskan bersama-sama dengan pidana 
51 
 
pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. Tindakan 
kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan 
dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok, pelaksanaan 
tindakan kebiri kimia dibawah pengawasan secara berkala oleh 
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 
hukum, sosial, dan kesehatan yang disertai dengan rehabilitasi. 
Selain pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan seksual terhadap 
anak, perlu juga adanya perlindungan terhadap anak korban kejahatan 
seksual. Karena, dalam hal ini, anak tidak hanya sebagai korban tetapi 
juga sebagai saksi dalam kasus kejahatan seksual tersebut. 
Kenyataannya, tidak sedikit korban maupun keluarganya tidak mau 
melaporkan ke pihak berwajib dengan alasan hal tersebut merupakan aib 
ataupun takut adanya stigma terhadap anak nantinya apabila diketahui 
oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, perlu dibentuknya lembaga sosial 
untuk menampung anak yang menjadi korban tindak kejahatan maupun 
kekerasan seksual. 
Oleh karena itu, terkait kejahatan seksual dengan anak sebagai 
korbannya, perlu adanya upaya preventif dan represif dari pemerintah. 
Upaya preventif perlu dilakukan dengan dibentuknya lembaga yang 
berskala nasional untuk menampung anak yang menjadi korban tindak 
kejahatan seksual. Lembaga penyantun korban semacam ini sudah 
sangat mendesak, mengingat viktimisasi yang terjadi di Indonesia pada 
beberapa tahun terakhir ini sangat memprihatinkan.  
52 
 
Koordinasi dengan pihak kepolisian harus dilakukan, agar kepolisian 
segera meminta bantuan lembaga ini ketika mendapat laporan terjadinya 
tindak kejahatan. Lembaga ini perlu didukung setidaknya oleh pekerja 
sosial, psikolog, ahli hukum dan dokter. Dalam kondisi daerah yang tidak 
memungkinkan, harus diupayakan untuk menempatkan orang-orang 
dengan kualifikasi yang paling mendekati para profesional di atas, dengan 
maksud agar lembaga ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan 
baik. Pendanaan untuk lembaga ini harus dimulai dari pemerintah sendiri, 
baik pusat maupun daerah, dan tentunya dapat melibatkan masyarakat 
setempat baik secara individu maupun kelompok. 
Secara represif diperlukan perlindungan hukum berupa:35 
a) pemberian restitusi dan kompensasi bertujuan mengembalikan 
kerugian yang dialami oleh korban baik fisik maupun psikis, serta 
penggantian atas biaya yang dikeluarkan sebagai akibat 
viktimisasi tersebut; 
b) Konseling diberikan kepada anak sebagai korban perkosaan yang 
mengalami trauma berupa rehabilitasi yang bertujuan untuk 
mengembalikan kondisi psikis korban semula; 
c) Pelayanan / bantuan medis, diberikan kepada korban yang 
menderita secara medis akibat suatu tindak pidana seperti 
perkosaan, yang mengakibatkan penderitaan fisik; 
                                                             
35 Ivo Noviana, " Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya ", Sosio 
Informa Vol. 01, Januari-April, 2015, hlm. 24-15 
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d) Pemberian informasi, hak korban untuk mendapat informasi 
mengenai perkembangan kasus dan juga keputusan hakim, 
termasuk pula hak untuk diberitahu apabila si pelaku telah 
dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara (kalau ia dihukum). 
Apabila tidak dihukum, misalnya karena bukti yang kurang kuat, 
seyogyanya korban diberi akses untuk mendapatkan perlindungan 
agar tidak terjadi pembalasan dendam oleh pelaku dalam segala 
bentuknya; dan 
e) perlindungan yang diberikan oleh keluarga maupun masyarakat. 
Keluarga merupakan orang-orang terdekat korban (anak) yang 
mempunyai andil besar dalam membantu memberikan 
perlindungan kepada korban. Hal ini dengan dapat ditunjukkan 
dengan selalu menghibur korban (anak), tidak mengungkitungkit 
dengan menanyakan peristiwa perkosaan yang telah dialaminya, 
memberi dorongan dan motivasi bahwa korban tidak boleh terlalu 
larut dengan masalah yang dihadapinya, memberi keyakinan 
bahwa perkosaan yang dialaminya tidak boleh merusak masa 
depannya, melindungi dia dari cibiran masyarakat yang menilai 
buruk dirinya, dan lain-lain. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Anak sebagai korban kejahatan seksual memiliki peran secara 
aktif yang mendorong dirinya menjadi korban dengan 
menimbulkan rangsangan sehingga terjadi kejahatan terhadap 
dirinya dan ada pula yang berperan secara pasif yang tidak 
berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya 
menjadi korban sehingga terjadi kejahatan terhadap dirinya yang 
memiliki sifat dan karakter yang cenderung lemah fisik dan daya 
fikirnya, sehingga dalam hal ini anak sebagai korban kejahatan 
seksual berdasarkan jenis korban kemudian dikategorikan sebagai 
latent victims. Adapun yang menjadi faktor pemicu seorang anak 
menjadi korban kejahatan seksual terkait peranannya dipengaruhi 
oleh faktor kepribadian, kepercayaan/iman, hubungan korban 
dengan pelaku, pendidikan, krisis moral di masyarakat, teknologi 
dan media massa, perhatian dan pengawasan orang tua/keluarga 
serta perhatian masyarakat/lingkungan. 
2. Upaya pencegahan dan penangganan kejahatan seksual terhadap 
anak perlu adanya sinergi antara keluarga, masyarakat dan 
negara. Peran keluarga yakni memberikan rasa aman kepada 
anak untuk berterus terang bahwa ia mengalami kejahatan 
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seksual serta membantu anak memulihkan diri pasca kejahatan. 
Peran masyarakat yakni ikut mengayomi dan melindungi korban 
dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk 
kepada korban. Sedangkan peran negara yakni pemerintah perlu 
adanya upaya preventif dan represif. Upaya preventif perlu 
dilakukan dengan dibentuknya lembaga yang berskala nasional 
untuk menampung anak yang menjadi korban tindak kejahatan 
seksual. Sedangkan represif dengan diberikan perlindungan 
hukum. 
B. Saran 
1. Pemerintah lebih memperhatikan masalah kesejahteraan sosial, 
sarana dan prasana umum bagi masyarakatnya sehingga dapat 
mengurangi angka kejahatan di tengah-tengah masyarakat, lebih 
tegas dalam membuat rambu-rambu hukum dan perlindungan 
terhadap anak maupun korban kejahatan, mengevaluasi kinerja 
para penegak hukum dan lebih peka memahami apa saja yang 
terjadi di masyarakat, memperbaiki masalah pendidikan bagi anak 
di tengah kondisi masyarakat yang majemuk. 
2. Kontrol sosial dalam masyarakat harus lebih ditingkatkan guna 
menjaga stabilitas kehidupan yang tentram dan damai, setiap 
anggota masyarakat lebih aktif dan agresif dalam menghadapi 
fenomena kejahatan yang terjadi disekitarnya dengan ikut 
berpatisipasi dalam memberantas pelaku kejahatan dan melindungi 
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korban kejahatan, para tokoh agama lebih sering mengadakan 
pengajian, kebaktian ataukan ibadah lain bagi saudara-saudara 
seiman agar masyarakat yang beragama lebih terbentengi oleh 
iman untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma-noma 
baik agama maupun norma hukum di masyarakat. 
3. Orang tua atau keluarga memberikan perhatian dan kasih sayang 
kepada anak serta menciptakan keharmonisan dan kehangatan 
bagi setiap anggota keluarga, melakukan extra controling terhadap 
anak maupun anggota keluarganya secara bijak agar tidak 
terjerumus sebagai pelaku maupun korban kejahatan seksual pada 
anak. 
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